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Abstract 
  
Tulisan ini merupakan analisis atas pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim 
dalam kasus Wanprestasi yang mengandung unsur hukum adat yaitu azas terang dan 
tunai. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep adat te-
rang dan tunai dalam praktek peradilan perdata berdasarkan Putusan Nomor 
:23/Pdt.G/2013/Pn.Bj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Positif dan hu-
kum adat dapat digunakan bersama dalam hukum Indonesia karena memiliki tujuan 
yang sama yaitu untuk tercapainya keadilan. Dalam tulisan ini terdapat dissending 
opinion diantara majelis hakim yang memutuskan apakah ada unsur adat atau positif 
di dalam fakta hukum. hukum positif mungkin saja tidak sempurna dan terbatas da-
lam mengartikan sesuatu dan hukum adat boleh saja digunakan dalam tujuan untuk 
tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk masyarakat. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Tulisan ini dilatarbelakangi 

oleh anggapan bahwa hakim dalam 

membuat pertimbangan hukum 

tidaklah sekedar hanya menjalan-

kan perintah hukum formal secara 

yuridis dan procedural saja. Na-

mun yang terpenting dalam setiap 

putusan hakim adalah lahirnya su-

atu putusan yang dapat menyam-

paikan tujuan hukum yang sesung-

guhnya yaitu berkeadilan, berman-

faat, dan berkepastian hukum 

(Suwito, 2015). Putusan hakim 

hendaknya juga berfungsi untuk 

menjaga ketertiban sosial. Keadi-

lan, kepastian hukum, kemanfaa-

tan sebagaimana dikatakan oleh 

Gustav Raadbruch adalah tiga ter-

minologi yang ternyata setelah di-

cermati bermuara pada kepastian 

hukum demi tegaknya the rule of 

law. Jadi, pada dasarnya keadilan 

dan kepastian hukum tidak berse-

berangan melainkan justru ber-

sandingan (Suwito, 2015). 

Pengertian hukum dapat 

juga diartikan sebagai hukum yang 

tersaji (given), yakni norma-norma 

positif dalam sistem perundang-

undangan. Hakim memang dian-

jurkan untuk menggali nilai-nilai 

yang hidup di dalam masyarakat, 

tetapi pada kenyatannya para ha-

kim selalu diajarkan untuk mem-

fokuskan pertimbangannya pada 

pasal-pasal undang-undang yang 

ada dalam gugatan. Putusan hakim 

yang baik adalah seperti mahkota 

dimana putusan yang dibuat sete-

lah melalui semua pemeriksaan. 

Kewibawaan hakim hanya mung-

kin dipahami oleh masyarakat 

apabila hakim dapat menuangkan-

nya ke dalam putusannya  secara 

baik melalui pertimbangan hukum. 

Neil Mac Cormick berpesan kepada 

para hakim dengan menyatakan; 

 

 “since they are required to state 
the reasons for their decisions, 
they must not merely reason out, 
they must publicly state and ex-
pound, the justifying reasons for 
their decisions- hence their emi-
nent accessibility to study” 

 
Putusan hakim dituntut un-

tuk memuat pertimbangan-

pertimbangan (motivering vonis) 

yang mampu menjawab kebutuhan 

zamannya. Oleh karena itu setiap 

putusan hakim harus dianggap be-

nar (res judicata pro veritate habe-

tur) sampai ada putusan lain di-

atasnya yang menyatakan kebata-

lan putusan tersebut, maka wajar 

jika putusan hakim akan selalu di-

evaluasi publik, khususnya oleh 

pengamat hukum. Disamping itu, 

hakim adalah makhluk intelektual 

dan etis yang layak diberi kelelua-

saan untuk berkarya, dan karena 

karya tersebut dialamatkan kepa-

da publik, maka layak pula bagi 

public untuk meminta pertang-

gungjawabannya, termasuk per-

tanggungjawabannya atas tujuan-
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tujuan hukum yang secara funda-

mental dan proporsional melekat 

pada setiap putusan; keadilan, ke-

pastian hukum dan kemanfaatan. 

(Suwito, 2015) 

Berkaitan dengan jabatan-

nya, hakim harus mengadili setiap 

perkara yang diajukan ke pengadi-

lan dan tidak boleh menolaknya 

dengan alasan belum ada hukum 

tentang perkara tersebut. Inilah 

yang dimaksud dengan asas ius cu-

ria novit. Di dalam melaksanakan 

kewenangan untuk mengadili per-

kara tersebut, hakim mendasarkan 

diri pada hukum, baik tertulis dan 

atau hukum tidak tertulis (hukum 

adat) sebagai dasar pertimbangan 

setiap putusan (Sulastriyono, 

2012). Jika hakim menggunakan 

hukum adat dalam menyelesaikan 

suatu perkara maka putusannya 

dapat berupa (a) putusan menya-

makan; (b) putusan menyesuai-

kan; (c) putusan mengesamping-

kan; (d) putusan jalan tengah; (e) 

putusan mengubah; (f) putusan 

baru; dan (g) putusan menolak. 

(Hilman Hadikusuma, 1992) 

Hukum adat sebagai hukum 

yang hidup dan eksis di masyara-

kat (living law), adalah sebuah ke-

nyataan yang tidak dapat diabai-

kan.  Hukum adat merupakan nilai 

sosial dan keadilan masyarakat, ia 

menjadi bagian yang tidak terpi-

sahkan dalam kehidupan masya-

rakat. Oleh karena itu meskipun 

masih ada hukum barat, baik itu 

yang diatur dalam KUHP, KUHPer, 

BW dan peraturan lainnya yang 

berlaku di Indonesia, akan tetapi 

nilai dan kearifan local dari masya-

rakat adat senantiasa tetap ada se-

bagai realitas yang dari waktu ke-

waktu tidak dapat dihindarkan. 

Von Savigny menyatakan 

bahwa “hukum adalah pernyataan 

dari jiwa bangsa”, dengan ungka-

pannya yang terkenal bahwa “das 

recht wiid nicht gemacht, es its und 

wird mit den volke”, yang artinya 

“hukum itu tidak dibuat melainkan 

berada dan berkembang dengan 

bangsa itu sendiri”(Juju Ahmad 

Jayus, 2019). Hukum adat juga me-

rupakan realitas yang hidup, me-

nyatu dan berada ditengah masya-

rakat, disusun berdasar sistem ni-

lai dan budaya masyarakat. Seba-

gai tingkatan sosial, hukum adat 

berfungsi sebagai alat yang digu-

nakan untuk menjaga keseimban-

gan “stabilisator” masyarakat, dari 

segala kegoncangan akibat pelang-

garan peraturan-peraturan hukum 

maupun pelanggaran terhadap 

norma-norma kesusilaan, keaga-

maan dan sopan santun dalam ma-

syarakat. 

Hukum modern dan hukum 

adat dapat berjalan bersama dalam 

sistem hukum Indonesia yang sya-

rat dengan pluralisme dimana ada 

lebih dari satu sistem hukum yang 

dipakai. Pada beberapa daerah di 

Indonesia hukum adat juga sudah 

mendapat pengakuan sebagai ba-
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gian dari hukum positif. Namun, 

dalam beberapa kasus harus ber-

hadapan antara hukum positif 

dengan hukum adat seperti putu-

san mengenai wanprestasi di Pen-

gadilan Negeri Binjai. Kedua hu-

kum tersebut memiliki tujuan yang 

sama yaitu keadilan yang tidak bi-

sa sepenuhnya dipastikan dalam 

rumusan hukum.(Putro, 2009) 

Berangkat dari latar bela-

kang pandangan ahli hukum di-

atas, pada tulisan ini akan diambil 

satu putusan untuk dapat dijadi-

kan contoh bagaimana hakim me-

lakukan penanganan suatu kasus 

hukum. Putusan yang dipilih be-

rasal dari  Majelis Hakim Pengadi-

lan Negeri Binjai yang dibacakan 

pada hari Rabu Tanggal 18 Juni 

2014, dengan registrasi perkara 

Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.BJ. Pu-

tusan ini terdiri dari 47 halaman 

kertas ukuran kuarto dengan jarak 

ketikan 1,5 spasi. Dari total jumlah 

halaman tersebut, pertimbangan 

hakim terkait “tentang hukumnya” 

dan “dalam pokok perkara” terdiri 

dari 15 halaman, dengan adanya 

Dissending Opinion  dari anggota 

majelis hakim II mengenai asas te-

rang dan tunai dalam konsep hu-

kum adat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Berdasarkan latar belakang 

di atas, rumusan masalah yang 

hendak dianalisis dalam tulisan ini 

adalah bagaimanakah penerapan 

konsep adat terang dan tunai da-

lam praktek peradilan perdata 

berdasarkan Putusan Nomor 

:23/Pdt.G/2013/Pn.Bj? 

Pada dasarnya, tujuan pe-

nulisan ini adalah untuk mengeta-

hui dan menganalisisi konsep te-

rang dan tunai dalam masyarakat 

adat; mengetahui penerapan kon-

sep tersebut dalam putusan pera-

dilan perdata; dan mendapatkan 

gambaran yang utuh terkait per-

timbangan hakim dalam penera-

pan konsep tersebut. Kegunaan 

dari penulisan ini adalah sebagai 

tambahan dalam ilmu pengeta-

huan terutama perdata yang akan 

mendorong perkembangan nilai-

nilai dan konsep adaat di Indone-

sia yang dapat dipergunakan oleh 

hakim dalam menyelesaikan se-

buah persoalan nantinya. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian yang bersifat yuridis 

normatif yaitu penelitian hukum 

yang bertujuan mencari kaidah, 

norma atau das sollen. Penelitian 

ini disebut penelitian hukum nor-

matif yang bersifat deksriptif ka-

rena dimaksudkan untuk membe-

rikan gambaran yang rinci tentang 

focus yang diteliti dengan meman-

faatkan norma-norma hukum yang 

ada, sehingga dapat menjawab 

permasalahan yang diteliti.Sarana 

yang digunakan adalah studi do-

kumen, metode analisis yang digu-

nakan  dalam tulisan ini adalah 
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analisis kualitatif. (Soerjono 

Soekanto, 1984) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Pengertian Konsep terang dan 

Tunai dalam hukum adat Indo-

nesia 

 

Hukum adat di Indonesia 

memiliki sifat dan corak khas yang 

berbeda dari hukum-hukum lain-

nya. Hukum adat bersifat pragmat-

ism-realisme yang artinya hukum 

adat mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang bersifat fung-

sional religious. Ada empat sifat 

umum dari masyarakat adat yang 

antaranya adalah terang dan tunai 

(kontan). 

Sifat terang (concrete) diar-

tikan sebagai corak masyarakat 

hukum adat yang serba jelas atau 

nyata, menunjukkan bahwa setiap 

hubungan hukum yang terjadi da-

lam masyarakat tidak dilakukan 

secara diam-diam atau samar, 

dengan kata lain terbuka 

(Suriyaman Mustari Pide, 2014). 

Misalnya transaksi jual-beli yakni 

setiap kesepakatan selalu diiringi 

dengan adanya pemindahan ben-

da, baik bergerak maupun tidak.  

Pendapat lain tentang sifat konkrit 

ini yaitu dalam hal tertentu sienan-

tiasa dicoba supaya hal-hal yang 

dimaksudkan, diinginkan, dike-

hendaki, atau akan dikerjakan, di-

transformasikan atau diberi ujud 

sebuah benda, diberi tanda yang 

kelihatan baik langsung maupun 

hanya menyerupai objek yang di-

kehendaki. (Tolib Setiady, 2008) 

Sifat kontan (tunai) ini 

mengandung arti keserta-mertaan, 

utamanya dalam hal pemenuhan 

prestasi. Sifat kontan memberi 

pengertian bahwa suatu tindakan 

berupa perbuatan nyata, perbua-

tan simbolis atau pengucapan akan 

serta merta menyelesaikan tinda-

kan hukum serentak dengan wak-

tunya manakala ia melakukan per-

buatan menurut hukum adat 

(Suriyaman Mustari Pide, 2014). 

Pendapat lain mengartikan sifat ini 

suatu pernyataan nyata atau suatu 

perbuatan simbolis tindakan hu-

kum yang dimaksud telah selesai 

seketika itu juga dengan serentak 

bersamaan waktunya tatkala ber-

buat atau mengucapkan yang diha-

ruskan oleh adat. (Tolib Setiady, 

2008) 

 Sebagian orang berpenda-

pat Jual beli yang dibuat secara li-

san dimana subjek dan objek per-

janjian hanya dapat diyakini oleh 

para pihak yang membuat perjan-

jian perikatan, dan tidak diatur se-

cara spesifik dalam KUHPerdata 

sebaiknya tidak dipergunakan ka-

rena dalam hal pembuktiannya su-

lit karena beban pembuktian da-

lam hukum perdata dibebankan 

pada kebenaran formil, serta me-

nimbulkan tidak adanya kepastian 

hukum dan menjadi sulit ketika 
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timbul sengketa atau ketidaksesuai 

pendapat.(Amir Mahmud Brutu, 

2019) 

Meskipun menurut teori, 

suatu perjanjian, atas dasar kata 

sepakat, terjadinya oleh karena 

adanya niat dari orang=orang yang 

bersangkutan akan tetapi secara 

praktis yang merupakan pegangan 

adalah pernyataan niat tersebut, 

dari pernyataan niat yang timbal 

balik tersebut, maka terjadilah su-

atu perjanjian dan dari perjanjian 

itu keluarlah hak dan kewajiban 

kedua belah pihak atau salah satu 

pihak diantaranya. 

Jual beli tanah secara lisan 

atau berdasarkan hukum adat da-

lam praktek sehari-hari masih ba-

nyak dilakukan oleh sebagian ma-

syarakat di Indonesia. Khususnya 

masyarakat yang keadaan ekono-

minya lemah dan tingkat pendidi-

kannya masih rendah. Hal ini dis-

ebabkan masih adanya pengaruh 

hukum adat yang menentukan 

bahwa jual beli ha katas tanah ada-

lah sah apabila telah terpenuhi 

syarat “terang dan tunai”.(Amir 

Mahmud Brutu, 2019) 

Hukum adat tidak membe-

dakan antara hak kebendaan (za-

kelijke rechten) yaitu hak-hak atas 

bedan yang berlaku bagi setiap 

orang, dan hak perseorangan (per-

soonlijke rechten) yaitu hak seo-

rang untuk menuntut orang lain 

agar berbuat atau tidak bebrbuat 

terhadap hak-haknya. Menurut 

hukum barat setiap orang yang 

mempunyai ha katas sesuatu ben-

da, berarti ia berkuasa untuk ber-

buat (menikmati, memakai, men-

transaksikan) benda milikya itu 

dan sekaligus karenya mempunyai 

hak perorangan atas hak miliknya 

itu. Antara kedua hak itu tidak ter-

pisah.(Hilman Hadikusuma, 1992) 

 

3.2 Analisis Putusan Pengadilan 

Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.BJ. 

Setiap putusan hakim me-

miliki kekuatan hukum yang harus 

ditaati oleh semua pihak karena 

selain putusan itu memenuhi as-

pek formal yang disebut procedur-

al Justice, juga didasarkan kepada 

prinsip utamanya yaitu aturan-

aturan atau norma-norma yang 

ada dan benar-benar mengikuti 

prinsip hukum yang dikenal seba-

gai  Legal Justice  (putusan hakim 

harus merupakan putusan yang 

memenuhi ketentuan formalitas 

dan mempunyai persyaratan legi-

timasi)(Gayus Lumbuun, 2004). 

Pedoman bagi seorang ha-

kim dalam mengambil sebuah ke-

putusan pada sebuah perkara pi-

dana maupun perdata tentunya 

berdasarkan pada legal justice 

dengan menempatkan hukum se-

bagai hukum (law is law). Prinsip 

filosofis ini sesuai dengan keten-

tuan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970 Tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kehakiman Pasal 

4 ayat I sebagaimana diubah den-
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gan Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 yang menggariskan 

“Pengadilan mengadili menurut 

hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang”. 

Putusan hakim adalah hu-

kum yang sebenar-benarnya (the 

real law). Asumsi dasar itu dike-

mukakan oleh aliran realism hu-

kum yang menyatakan bahwa all 

the law is judge made law. Artinya 

semua hukum itu pada hakikatnya 

adalah putusan hakim, sehingga 

posisi dan kedudukan hakim men-

jadi pusat lahirnya hukum. Oleh 

karena itu putusan hakim sebagai 

hukum yang sejatinya, harus dapat 

mewujudkan tujuan hukum itu 

sendiri.(Syamsudin, 2014) 

Pada akhir-akhir ini masya-

rakat dibingungkan dengan adanya 

putusan hakim yang saling berbe-

da dengan putusan hakim di ting-

kat pertama dengan putusan ha-

kim di tingkat banding dan kasasi 

untuk sebuah perkara yang sama 

dan yang sama-sama didasarkan 

kepada legal justice  dengan proce-

dural justice  yang mempunyai as-

pek legitimasi. 

Melihat kepada keputusan-

keputusan yang sangat berbeda 

padahal didasarkan pada pertim-

bangan hukum atas peristiwa yang 

sama melalui procedural justice 

yang sama pula, menimbulkan pe-

nilaian bahwa aspek moralitas 

yang menggambarkan nilai-nilai 

keadilan dengan didasarkan pada 

kebijaksanaan dan kearifan hakim 

dalam mengambil keputusan seba-

gai aparat negara dalam melaksa-

nakan tugasnya masih tidak sama. 

Putusan hakim adalah pu-

tusan yang terkait kasus-kasus 

konkret, maka dengan sendirinya 

putusan hakim adalah putusan 

yang berangkat dari problem 

(problem based thinking). Namun 

pada saat hampir bersamaan, ha-

kim juga akan mengaitkan prob-

lem ini dengan pengetahuannya 

tentang keseluruhan sistem hu-

kum yang berlaku.keterkaitan ke-

dua hal ini untuk memastikan 

bahwa pertimbangan hakim me-

rupakan perkara hukum bukan se-

kedar peristiwa konkrit 

biasa.(Shidarta, 2010) 

Asas Ius Curia Novit diang-

gap hakim tahu hukum sehingga 

hakim dapat menggunakan penge-

tahuannya untuk keluar dari dasar 

hukum yang disampaikan kepa-

danya, sekalipun misalnya ia tahu 

ada dasar hukum lain yang sebe-

narnya lebih layak digunakan un-

tuk meneyelesaikan kasus terse-

but. 

Selama ini, para hakim di 

Indonesia menggunakan norma 

dan asas-asas hukum adat sebagai 

bahan pertimbangan dalam menja-

tuhkan putusannya jika perun-

dang-undangan sebagai sumber 

hukum yang utama belum menga-

tur atau tidak secara jelas menga-

tur tentang suatu peristiwa hukum 
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tertentu. Yurisprudensi Makhka-

mah Agung yang terkait dengan 

persoalan-persoalan hukum adat 

masih tersebar dan mencakup 

berbagai aspek dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam sistem hu-

kum yang berlaku di Indonesia, 

putusan hakim terdahulu tidak 

mengikat bagi hakim lain yang 

akan memutuskan perkara seje-

nis.(Sulastriyono, 2012) 

Dalam hukum adat terdapat 

beberapa ciri-ciri yang membeda-

kannya dengan hukum barat anta-

ra lain :  

1. Religio Magis : Bahwa pada 

hukum adat terdapat unsur 

percaya kepada kekuatan 

ghaib dan tidak berdasarkan 

pada logika dan kenyataan 

semata. Misalnya: Upacara-

upacara adat lazimnya di-

adakan sesajen-sesajen yang 

ditujukan kepada roh-roh le-

luhur yang ingin diminta res-

tu serta bantuannya. 

2. Komunal (kebersamaan). 

Menunjukkan bahwa hukum 

adat pada dasarnya menga-

tur kepentingan bersama dan 

kaedah-kaedahnya kebanya-

kan berlaku umum, tidak 

mengatur secara rinci indi-

vidual seperti dalam hukum 

barat.Misalnya: perjanjian 

yang berhubungan dengan 

tanah pertanian tidak perlu 

dibuat kasus perkara karena 

telah ada ketentuan yang ba-

ku tentang hak dan kewaji-

ban masing-masing pihak da-

lam hukum adat yang berla-

ku umum.Kemudian sifat ke-

bersamaan juga terlihat da-

lam kebiasaan dalam masya-

rakat yang saling tolong-

menolong dan bantu-

membantu. 

3. Kontan yaitu menunjukkan 

bahwa transaksi dalam hu-

kum adat dikehendaki terjadi 

secara kontan, sehingga pres-

tasi dan kontra prestasi ter-

laksana serentak.Misalnya: 

Jual, apabila benar-benar ter-

lihat adanya tindakan pem-

bayaran kontan dari si pem-

beli serta penyerahan barang 

dari si penjual. 

4. Kongkrit yaitu menunjukkan 

bahwa sahnya suatu hubun-

gan hukum menurut hukum 

adat, apabila perbuatan hu-

kum itu terjadi secara nyata, 

adanya pemberian tanda-

tanda yang kelihatan untuk 

bukti penegasan atau pene-

guhan daripada apa yang te-

lah dilakukan atau yang da-

lam waktu dekat akan dila-

kukan.Misalnya: pemberian 

panjar pada transaksi jual-

beli. 

 Kasus dalam putusan ini 

berawal dari gugatan perdata se-

seorang bernama Nuraini melawan 

tergugat Hendri Z selaku tergugat 

1, Arbiah Selvi tergugat II, dan Wi-
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dianti tergugat III, Penggugat Nu-

raini pada Tahun 2005 memper-

soalkan bahwa penggugat adalah 

pemilik sah dari sebidang tanah 

dengan luas 147 meter persegi 

yang diatasnya berdiri bangunan 

semi permanen untuk rumah tem-

pat tinggal yang dimiliki oleh 

penggugat berdasarkan akta jual 

beli dengan para tergugat. 

Terhadap kesepakatan jual 

beli tersebut terbitlah sertifikat 

hak milik atas nama penggugat be-

serta tanah dan bangunan dan pata 

tergugat harus menyerahkan tanah 

tersebut, akan tetapi para tergugat 

tidak menyerahkan dan mengo-

songkan tanah yang menjadi objek 

perkara, sehingga terjadilah wan-

prestasi atau ingkar janji atas ke-

sepakatan jual beli tersebut. Akibat 

perbuatan tergugat, penggugat 

menyatakan telah menderita keru-

gian Rp. 200.000.000. 

Atas dasar itu, penggugat 

minta kepada majelis hakim agar 

dalam provisi diletakkan sita jami-

nan terhadap objek sengketa. Se-

mentara dalam pokok perkara 

primer meminta majelis (1) men-

gabulkan gugatan penggugat untuk 

seluruhnya; (2) menyatakan peng-

gugat adalah pemilik sah atas ob-

jek sengketa; (3) menyatakan ter-

gugat I, tergugat II dan tergugat III 

telah melakukan perbuatan ingkar 

janji (wanprestasi), karena tidak 

menyerahkan objek perkara kepa-

da penggugat;(4) menyatakan sah 

dan berharga sita jaminan (conser-

vatoir beslag) yang diletakkan da-

lam perkara ini; (5) menghukum 

tergugat I, tergugat II dan tergugat 

III untuk membayar ganti kerugian 

karena penggugat tidak dapat 

menguasai tanah dan bangunan 

tersebut, sebesar Rp. 

200.000.000,-; (6) menghukum 

para tergugat untuk membayar 

jasa pengacara secara tanggung 

renteng kepada penggugat Rp. 

50.000.000,- ; (7) menghukum ter-

gugat I, tergugat II dan tergugat III 

untuk membayar uang paksa 

(dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- 

perhari bila tergugat I, tergugat II 

dan Tergugat III lalai menjalankan 

putusan yang telah berkekuatan 

hukum dalam perkara ini; (8) me-

nyatakan agar Pengadilan Negeri 

Binjai /Majelis hakim yang menyi-

dangkan perkara ini mengembali-

kan rumah tersebut kepada peng-

guat seperti semula;(9) menyata-

kan dalam perkara ini dapat dija-

lankan serta merta kendatipun ada 

verzet, banding atau kasasi;(10) 

membebankan biaya perkara ke-

pada para tergugat. 

Dalam jawaban atas surat 

gugatan tersebut, tergugat menga-

jukan eksepsi. Dalam eksepsi ter-

sebut tergugat mengajukan bebe-

rapa hal yang kemudian seluruh-

nya ditolak oleh majelis hakim yai-

tu yang menyangkut : 

1. Gugatan error in Persona; 
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2. Gugatan kurang pihak, menu-

rut tergugat karena penggu-

gat tidak menarik Siti Syari-

fah ,S.H selaku notaris; 

3. Gugatan Obscuur libel; 

4. Kuasa pengguat tidak memi-

liki Legal Standing mengaju-

kan gugatan. 

Dalam pokok perkaranya, 

Tergugat juga mengutarakan tidak 

pernah menjual tanah dan bangu-

nan sebagaimana yang didalilkan 

oleh penggugat, bahwa yang benar 

adalah para tergugat adalah ahli 

waris yang sah dari tanah milik 

Alm Zainal tersebut dan belum 

pernah dibagi atas harta peningga-

lan tersebut. Bahwa tidak benar 

para tergugat melakukan tindak 

wanprestasi sebagaimana dalil 

penggugat maupun tindakan pida-

na sebagaimana tuduhan penggu-

gat sewaktu membuat laporan ke-

pada pihak kepolisian di Polsek 

Kota Binjai dan dalam fakta di per-

sidangan ternyata tergugat I tidak 

terbuktimelakukan kecurangan 

atau penipuan dalam hal jual beli 

tanah dan bangunan. 

Bahwa para tergugat tidak 

pernah menghadap notaris yang 

disebut dalam surat gugatan dan 

tidak pernah membubuhkan tanda 

tangan pada Akta Jual Beli serta 

tidak pernah menyepakati dan 

atau menerima uang sebagai harga 

tanah dan bangunan yang menjadi 

objek sengketa, sehingga jual beli 

ini tidak sah dan cacat hukum. 

Atas fakta-fakta yang diyakini 

majelis hakim tersebut, akhirnya 

pengadilan memutuskan (dalam 

pokok perkara) untuk  (1) menga-

bulkan gugatan penggugat untuk 

seluruhnya; (2) menyatakan bah-

wa objek perkara berupa tanah 

dan bangunan permanen diatasnya 

adalah milik penggugat;(3) menya-

takan tergugat-tergugat telah me-

lakukan perbuatan ingkar janji 

(wanprestasi); (4) menghukum 

tergugat- tergugat untuk menye-

rahkan objek perkara kepada 

penggugat dalam keadaan semula; 

(5)dan menghukum para tergugat 

untuk membayar biaya perkara.  

Terhadap putusan hakim ini 

ada suatu pandangan yang mena-

rik yaitu adanya Dissending Opi-

nion  diantara ketua majelis, hakim 

anggota I dan hakim anggota II, 

dimana hakim anggota II telah 

mengemukakan pendapatnya sen-

diri. Hakim anggota II tidak sepen-

dapat dengan mayoritas pendapat 

hakim lainnya tentang pemilikan 

tanah dan bangunan yang menjadi 

objek perkara  dalam perkara ini, 

dengan alasan berdasarkan bukti 

di persidangan bahwa para tergu-

gat adalah pemilik tanah yang 

menjadi objek sengketa yang dipe-

roleh dari warisan orangtuanya, 

sesuai Pasal 20 ayat (1) UUPA dan 

ini sah serta sesuai dengan hukum. 

Selanjutnya para tergugat 

telah melakukan pemindahan  hak 

milik tersebut dengan cara jual beli 
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yang dibenarkan dalam Pasal 26 

ayat (1) UUPA dan diatur dengan 

peraturan pemerintah. Bahwa jual 

beli yang diakui dalam UUPA ada-

lah jual beli menurut hukum adat 

yaitu suatu perbuatan pemindahan 

hak, yang sifatnya kontan, riil dan 

terang.  

Sifat kontan berarti bahwa 

penyerahan hak dan pembayaran 

harganya dilakukan pada saat yang 

sama. Sifat Riil berarti bahwa den-

gan mengucapkan kata-kata den-

gan mulut saja belumlah terjadi 

jual-beli. Jual-beli dianggap terjadi 

dengan penulisan kontrak jual-beli 

di muka kepala kampung serta pe-

nerimaan harga oleh penjual, 

meskipun tanah yang bersangku-

tan masih berada dalam pengawa-

san penjual. Sifat terang dipenuhi 

pada umumnya pada saat dilaku-

kannya jual-beli disaksikan oleh 

kepala kampung, karena kepala 

kampuing dianggap orang yang 

mengetahui hukum dan kehadi-

rannya mewakili masyarakat  desa 

tersebut.  

Selanjutnya dalam masya-

rakat hukum adat jual beli tanah 

dilaksanakan secara terang dan 

tunai, terang berarti perbuatan 

hukum jual-beli benar-benar dilak-

sanakan dihadapan kepala adat 

atau kepala desa. Tunai berarti 

adanya dua perbuatan dilaksana-

kan secara bersamaan yaitu pe-

mindahan hakatas tanah yang 

menjadi objek jual-beli dari pen-

jual kepada pembeli dan pembaya-

ran harga dari pembeli kepada 

penjual terjadi serentak dan secara 

bersamaan. 

Terhadap sengketa ini 

pembayaran tidak dilakukan seca-

ra lunas dikarenakan penggugat 

memotong langsung harga pem-

bayaran dari jumlah harga yang 

diperjanjikan menurut kesepaka-

tan antara penggugat dan tergugat. 

Bahwa dalam proses jual-beli ta-

nah harus dipisahkan dari pem-

bayaran hutang-piutang karena itu 

bukanlah kesepakatan awal terja-

dinya perjanjian jual-beli tanah 

antara penggugat dan para tergu-

gat. Sehingga menurut Hakim Ang-

gota II penggugatlah yang ingkar 

janji dan tidak sepatutnya jika para 

tergugat harus dihukum untuk 

mengganti kerugian tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan 

hakim dalam putusan diatas, dapat 

dilihat dasar pertimbangan hakim 

dalam memutuskan perkara terse-

but adalah hukum positif  yaitu pa-

ra tergugat melakukan wanpresta-

si karena tidak melaksanakan per-

janjian sesuai dengan yang sudah 

disepakati yaitu jual-beli tanah be-

rikut bangunan yang berada di-

atasnya dan Dissending Opinion 

dari Hakim Anggota II yang men-

dalilkan norma hukum adat bahwa 

ingkar janji terjadi karena sifat Te-

rang dan Tunai dalam jual-beli ter-

sebut tidak ada, dikarenakan 

penggugat tidak melaksanakan ke-
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sepakatan awal terjadinya perjan-

jian jual-beli sesuai dengan nilai 

uang yang sudah disepakti akan 

tetapi penggugat membayar hanya 

sejumlah uang sesudah dipotong 

hutang Tergugat III pada Penggu-

gat. 

Menurut pendapat Jhon Sa-

lindeho yang menyatakan jual-beli 

tanah menurut hukum adat adalah 

: 

1. Hukum adat tidak mengenal 

pembagian bahkan pengertian 

“obligatoir” dan atau zakelijk 

(kebendaan) seperti hukum 

barat. 

2. Suatu jual-beli pada hakikat-

nya bukan persetujuan bela-

kang yang berada antara dua 

pihak (penjual dan pembeli), 

tetapi suatu penyerahan ba-

rang oleh penjual kepada 

pembeli dengan tu-

juan/maksud memindahkan 

hak di antara kedua belah pi-

hak. 

3. Kalau tidak dibayar kontan be-

rarti bukan jual-beli, tetapi hu-

tang piutang. 

4. Para ahli hukum adat  mene-

gaskan bahwa sifat jual-beli 

lebih bersifat mengalami sen-

diri secara nyata, terang dan 

tunai (contant, concrete, bele-

vend en participarent denken). 

Dasar normatif penerapan 

norma adat dalam peradilan per-

data adalah Pasal 5 ayat (1) dan 

(2) UU No 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, bahwa “ 

hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali, mengikuti dan mema-

hami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masya-

rakat”. Ketentuan ini merupakan 

kewajiban normatif bagi hakim un-

tuk menerapkan hukum adat yang 

masih hidup dan berkembang da-

lam masyarakat dalam memriksa 

dan mengadili perkara perdata. 

Menurut ketentuan pasal tersebut 

nilai-nilai hukum adat merupakan 

sumber hukum, bagi hakim sumb-

er hukum ini merupakan elemen 

yang penting dalam menyusun 

pertimbangan hakim sebuah putu-

san. 

Hukum acara merupakan 

hukum yang imperative (dwingen) 

dan bukan hukum pelengkap (aan-

vullen). Keadilan yang ingin dica-

pai dalam hukum acara adalah 

keadilan yang sifatnya procedural, 

artinya bahwa keadilan tercapai 

jika prosedur pemeriksaan perka-

ra sesuai perundang-undangan. 

Konsekuensinya Hukum Acara 

Perdata tidak dapat disimpangi, 

kecuali diperkenankan oleh un-

dang-undang. Dalam praktek pe-

radilan perdata hakim sering me-

nemui kesulitan saat harus mene-

rapkan hukum adat yang berda-

sarkan tahapan penyelesaian per-

kara perdata di pengadilan. Salah 

satu cara agar hakim mengetahui 

bahwa suatu sengketa harus dis-

elesaikan berdasarkan norma dan 
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asas-asas hukum adat adalah mela-

lui tahap Tanya-jawab antara pi-

hak penggugat dan tergugat yang 

menyatakan dalil-

dalil.(Sulastriyono, 2012) 

Dalil-dalil yang disampai-

kan dalam persidangan pada pros-

es Tanya-jawab dan pembuktian 

tertulis dan saksi pada putusan ini 

menurut Hakim Ketua dan Hakim 

Anggota I tidak mengandung per-

soalan-persoalan hukum adat akan 

tetapi lebih pada persoalan ingkar 

janji seperti yang diatur dalam 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata 

dan diputuskan menurut keten-

tuan Pasal tersebut. 

Pandangan hakim anggota 

II yang memandang bahwa dalam 

dalam suatu proses jual beli harus 

dipisahkan antara perjanjian po-

kok dan perjanjian tambahan. Per-

janjian pokonya adalah jual beli, 

akan tetapi harga kesepakatan jual 

beli antara penggugat dan tergugat 

dipotong dari hubungan hutang 

piutang yang terjadi antara peng-

gugat dengan tergugat I dan II 

yang tidak sepatutnya dilibatkan. 

Tatkala terjadi silang selisih antara 

penerapan hukum adat dan hukum 

negara, dalam arti keduanya me-

miliki kesempatan yang sama un-

tuk terpilih sebagai dasar penyele-

saian sengketa, maka hakim dapat 

melakukan forum shopping, yakni 

mencari sistem hukum mana yang 

paling sesuai, untuk penyelesaian 

klaim-klaim para pihak tersebut. 

Para hakim mutlak perlu memiliki 

pengetahuan mendalam tentang 

hukum adat setempat.(Shidarta, 

2010) 

 

4. KESIMPULAN 

Hukum positif betapapun 

lengkapnya tetap saja terbatas, ke-

tika terjadi perbedaan penerapan 

antara hukum positif dan hukum 

adat, keduanya hendaklah memili-

ki kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai dasar penyelesaian 

sengketa. Hakim selaku mahko-

tanya melalui putusannya mutlak 

perlu memiliki pengetahuan men-

genai hukum adat yang berlaku di 

masyarakat, agar hukum tidak 

hanya berjalan sebagai positivis-

tic/legalistic  yang tertulis saja 

akan tetapi juga mengadopsi nilai-

nilai adat yang berlaku dan tidak 

menempatkan hakim hanya seba-

gai corongnya undang-undang sa-

ja. 
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